
GUBERNURGORONTALO
PERATURANGUBERNUR GORONTALO

NOMOR ~'!'TAHUN2015
TENTANG

PERUBAHAN KEDUAATASPERATURANGUBERNUR GORONTALONOMOR 54
TAHUN2014 TENTANGPROSEDUR PEMBAYARANDANPEMBEBANAN

ANGGARANPENDAPATANDANBELANJA DAERAH
.

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pemerlntah Provinsi Gorontalo dilaksanakan dengan efektif,
efisien, tertib, transparan dan bertanggung jawab sesuai
ketentuan perundang-undangan;

b. bahwa terhadap Peraturan Gubemur Gorontalo Nomor 54
Tahun 2014' tentang Prosedur Pembayaran dan Pembebanan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan
penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubemur Gorontalo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Gubemur Gorontalo Nomor 54 Tahun 2014 tentang Prosedur
Pembayaran dan Pembebanan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4060); .•

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

<

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerlksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perlmbangan
Keuangan Antara Pemerlntah Pusat dan Pemerlntahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerlntahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerlntah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

11. Peraturan Pemerlntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
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Menetapkan

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerlntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerlntahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerlntahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubemur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5209);

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan BarangjJasa Pemerintah.

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tabun 2006 ten tang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerab sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURANGUBERNUR GORONTALONOMOR 54
TAHUN 2014 TENTANG PROSEDUR PEMBAYARAN DAN
PEMBEBANAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH.

Pasall
Ketentuan dalam Peraturan Gubemur Gorontalo Nomor 54 Tahun
2014 tentang Prosedur Pembayaran dan Pembebanan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita daerah Provinsi Gorontalo
Tahun 2014 Nomor 54), diubah sebagai berlkut:

1. Ketentuan dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:
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Pasa113
Bukti dasar penagihan yang sah berbentuk dan ditandatangani
oleh:
a. untuk Pekerjaan Barang/ Jasa dengan nilai sampai dengan

Rp1.000.000,OO (satu juta rupiah) berbentuk kuitansiJnota
toko dan untuk pekerjaan barangJ jasa dengan nilai diatas
Rpl.OOO.OOO,OO(satu juta rupiah) sId RpS.OOO.OOO,OO(lima
juta rupiah) berbentuk Nota Pesanan Barang/ Jasa dan
ditandatangani oleh PAJKPAJPPTK;

b. untuk Pekerjaan Barang/Jasa dengan nilai di atas
RpS.OOO.OOO,OO(lima juta rupiah) sampai dengan
Rp200.000.000,OO (dua ratus juta rupiah) berbentuk Surat
Perintah Kerja dan ditandatangani oleh KPAJPPTK;

C. untuk Pekerjaan Barang/Jasa dengan nilai di atas
Rp200.000.000,OO (dua ratus juta rupiah) berbentuk Kontrak
Kerja ditanda tangani oleh PA/KPA;

d. berbentuk Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa yang
ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
Barang/Jasa-SKPD dan Pihak Ketiga atas setiap Surat
Perintah Kerja;

e. berbentuk Laporan Kemajuan Pekerjaan untuk kegiatan non
fisik yang ditandatangani oleh rekanan dan disetujui oleh
PAJKPA/PPTK;

f. berbentuk Berita Acara Serah Terima Barang/ Jasa yang telah
selesai diberlkan/ dikerjakan seluruhnya untuk setiap
Kontrak Kerja yang ditandatangani oleh PAJKPAJPPTKdan
Pengguna Barang/ Jasa;

g. berbentuk daftar defmitif penerimaan gaji pokok, uang
representatif, tunjangan, tambahan penghasilan, honorarium,
atau penerimaan lain yang sejenis yang diterima oleh Pejabat
Negara/PNS/Tenaga Honorer/Tenaga Bulanan Lepas
dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang
ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/KPA;

h. daftar nominatif penerimaan honorarium atau penerimaan
lain yang sejenis untuk belanja pegawai/persona1 diluar
Pemerintah Provinsi Gorontalo dari PA/KPA/PPTK;

i. surat tugas dan surat perintah perja1anan dinas yang
ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

j. pembayaran biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Jabatan/operasiona1, selain dibuktikan dengan nota dari
pihak ketiga, dilampirkan kartu kenda1i diketahui oleh PA;
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k. persetujuan pembayaran belanja tidak langsung lainnya
seperti bantuan hibah atau bantuan sosial dari pejabat yang
berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

I. persetujuan pembayaran pengeluaran pembiayaan dari
pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

m. kuitansi tagihan penyedia barang/jasa yang ditandatangani
oleh yang berhak;

n. surat tanda pengesahan belanja yang ditandatangani oleh
bendahara pengeluaran dan telah disetujui oleh PA/KPA.

2. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal29
PPK-SKPDmenguji ulang hasil peketjaan sesuai dengan tindakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan menyiapkan Surat
Perintah Membayar jika kelengkapan dokumen sudah sesuai
dengan persyaratan yang ditentukan serta selanjutnya
diteruskan kepada KPAuntuk. di tandatangani.

3. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) dihapus.

Pasal31
(1) Setelah dilakukan pengujian keabsahan tagihan dalam . SPP

maka:
a. menyimpan seluruh dokumen pendukung yang

dicantumkan dalam SPrB serta menandatangani SPrB
untuk memberlkan pemyataan bahwa dokumen telah
diverifikasi serta diarsipkan untuk kepentingan
pengendalian dan pemeriksaan;

b. PPK-SKPD menerbitkan SPM dalam rangkap 5 (lima),
lembar pertama dan kedua disampaikan ke Bendahara
Umum Daerah beserta SPP lengkap, lembar ke tiga sebagai
pertinggal sesuai dengan format dalam format pada
Lampiran XIV.

(2)dihapus.

4. Ketentuan Pasal32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal32
Jika KPA tidak berada di tempat atau berhalangan maka
penandatangan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
dilakukan oleh Pengguna Anggaran (PA)
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Pasal II
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

BERITADAERAHPROVINSIGORONTALOTAHUN2015 NOMOR ~,j"1
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aansanggar@gmail.com
Typewritten text
16 April 2015

aansanggar@gmail.com
Typewritten text
16 April 2015
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